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Dalam proses pembentukan undang-undang, baik sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar
1945, serta sebelum maupun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik secara substansial teknis
yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Salah satu permasalahan yang
dihadapi adalah adanya undang-undang yang substansinya bertentangan dengan substansi undang-undang
lainnya, dimana salah satunyaterjadi pada pengaturan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh sebab itu, maka penelitian tesis ini fokus pada permasalahan bagai mana pengaturan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ? bagaimana harmonisas
pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran antara yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

Dari penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam pengaturan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, dimana dalam penyusunan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi
rumusan pada tataran praktek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang
telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur sistem pendidikan di Indonesia.
Atas hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyel enggaraan pendidikan dan
pelatihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap
pengaturan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi
pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap pengaturan pendidikan dan pelatihan tersebut.

...... In the process of establishing the law, both before and after the amendment of the Constitution of 1945,
aswell as before and the enactment of Law Number 12 Y ear 2011 on the establishment of legidation, still
found a variety of problems, both technical substantially juridical formulation, and implementation and
enforcement. One of the problems faced is the substance of the law contrary to the substance of other laws,
one of which occursin the setting related education and training between regulated in Law Number 17 Y ear
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2008 on the Voyage to the Law Number 20 Y ear 2003 on National Education System.

Therefore, the thesis research focused on the problem of how to provide education and training settings
according to the Law Number 17 Y ear 2008 on the Voyage and according to Law Number 20 Y ear 2003 on
National Education System? how harmonization of education and training in the field of voyage
arrangements between regulated in Law Number 17 of 2008 on the Voyage and regulated in Law Number
20 Y ear 2003 on National Education System?

Of normative research it can be concluded that there has been disharmony in providing education and
training arrangements are regulated in Law Number 17 Y ear 2008 on the Voyage and are regulated in Law
Number 20 Y ear 2003 on National Education System, which does not take into consideration in the
preparation of the effectiveness and efficiency of the implementation of the formulation at the level of
practice. Law Number20 Y ear 2003 is |legislation that has been mandated by the Constitution of 1945 to
regul ate the education system in Indonesia.

Above it is then necessary to adjust the settings of education and training as stipulated in Law No. 17 Y ear
2008 on the Voyage to the delivery of education and training arrangements are regulated in Law Number 20
Y ear 2003 on Nationa Education System, so that they can provide legal certainty for stakeholders interested
in the education and training settings.



